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ABSTRAK

Kerusakan lingkungan akibat emisi gas rumah kaca dari aktivitas industri
menjadi tantangan hukum mendesak di abad ke-21. Hukum lingkungan mengenal
Polluter Pays Principle atau asas pencemar membayar, yang mewajibkan pihak
pencemar menanggung biaya pemulihan lingkungan. Di Indonesia, Polluter Pays
Principle diakomodasi dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan
dioperasionalkan melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berdasarkan
Perpres No. 110 Tahun 2025, melalui skema cap-and-trade dan pajak karbon
berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021. Namun efektivitasnya masih diperdebatkan,
khususnya terkait potensi greenwashing dan lemahnya penegakan hukum.
Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Polluter Pays Principle dalam
perdagangan karbon di Indonesia dari perspektif hukum positif dan Hukum
Ekonomi Syari’ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh melalui
studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Dua kerangka teori digunakan
sebagai pisau analisis: Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, Lon L.
Fuller, dan Hans Kelsen untuk menguji prediktabilitas dan konsistensi regulasi
perdagangan karbon; serta Teori Maslahah Mursalah dari tradisi ushul fikih Imam
al-Ghazali, asy-Syatibi, dan ulama kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda
untuk menilai kesesuaian mekanisme perdagangan karbon dengan tujuan-tujuan
syariat dan prinsip kemaslahatan umat.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kerangka
regulasi perdagangan karbon Indonesia telah memiliki fondasi normatif yang
cukup, namun masih lemah dalam kepastian hukum substantif: terdapat ketentuan
yang multitafsir, inkonsistensi antara pajak karbon dengan subsidi energi fosil, serta
kesenjangan antara norma tertulis dan implementasi di lapangan yang tercermin
dari rendahnya volume transaksi IDXCarbon dan lemahnya kapasitas verifikasi
SRN. Kedua, dari perspektif Maslahah Mursalah, penerapan Polluter Pays
Principle dalam perdagangan karbon dinilai sah secara syariat karena memenuhi
ketiga syarat Maslahah Mursalah dan selaras dengan kaidah al-ghunm bi al-ghurm,
la darar wa la dirar, serta magasid asy-syari’ah khususnya hifz an-nafs dan hifz
an-nasl. Namun legitimasi ini bersifat kondisional karena mekanisme yang sekadar
administratif tanpa pengurangan emisi riil belum memenuhi tuntutan Maslahah
yang hakiki. Diperlukan penguatan regulasi MRV, anti-greenwashing, harmonisasi
kebijakan, dan earmarking dana karbon.

Kata Kunci: Polluter Pays Principle, Perdagangan Karbon, Kepastian Hukum,
Maslahah Mursalah, Hukum Ekonomi Syari’ah



ABSTRACT

Environmental damage from industrial greenhouse gas emissions has
become one of the most pressing legal challenges of the 2 st century. Environmental
law recognizes the Polluter Pays Principle , which obliges the polluting party to
bear the costs of environmental recovery. In Indonesia, Polluter Pays Principle is
accommodated in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and
Management and operationalized through the Economic Value of Carbon (NEK)
policy under Presidential Regulation No. 110 of 2025, implemented via cap-and-
trade schemes and carbon tax under Law No. 7 of 2021. However, its effectiveness
remains contested, particularly regarding greenwashing risks and weak
enforcement. This research examines Polluter Pays Principle application in
Indonesia’s carbon trading from the perspectives of positive law and Islamic
Economic Law.

This research employs a normative legal method using conceptual and
statutory approaches. Secondary data was collected through library research and
analyzed qualitatively. Two theoretical frameworks were applied: the Theory of
Legal Certainty by Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, and Hans Kelsen to assess the
predictability and consistency of carbon trading regulations; and the Theory of
Maslahah Mursalah from the Usil al-figh tradition of Imam al-Ghazali, asy-
Syatibi, and contemporary scholars Yusuf al-Qaradawi and Jasser Auda, to
evaluate the conformity of carbon trading with objectives of Islamic law and the
principle of public benefit.

The research yields two main findings. First, Indonesia’s carbon trading
regulatory framework has an adequate normative foundation, yet remains weak in
substantive legal certainty: ambiguous technical provisions, inconsistencies
between carbon tax policy and ongoing fossil fuel subsidies, and a significant gap
between written norms and field implementation as reflected in low IDXCarbon
transaction volumes and limited SRN verification capacity. Second, from the
Maslahah Mursalah perspective, Polluter Pays Principle application in carbon
trading is conceptually permissible under Islamic law, satisfying the three
conditions of Maslahah Mursalah and aligning with the maxims of al-ghunm bi al-
ghurm, la darar wa la dirar, and magqasid asy-syari’ah especially hifz an-nafs and
hifz an-nasl. However, this legitimacy is conditional: a merely administrative
mechanism without real emission reductions does not fully satisfy genuine
Maslahah. Strengthening MRV regulation, anti-greenwashing rules, policy
harmonization, and carbon fund earmarking are essential.

Keywords: Polluter Pays Principle, Carbon Trading, Legal Certainty, Maslahah
Mursalah, Islamic Economic Law
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MOTTO

“Angin kencang baru kita tahu rumput yang kuat.”

(Liu Xiu)

“Pedang yang tajam lahir dari asahan yang terus-menerus, keharuman bunga plum

lahir dari musim dingin yang menusuk.”

“Hanya dengan mampu menelan pahitnya penderitaan yang paling pabhit,

seseorang baru bisa berdiri tegak di atas segalanya.”

(Feng Menglong)

“Di saat gunung dan sungai tampak menutup jalan hingga seolah tak ada jalan
lagi, di balik kegelapan pohon gandarusa, muncullah desa yang cerah dengan
bunga-bunga bermekaran”

(Lu You)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Nama Latin
Arab Huruf Latin

| Alif — Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ J] Te

S Sa’ S es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha’ H ha (dengan titik di

bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
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3 Dal D De
3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
Lk Ta’ T te (dengan titik di
bawah)
L Za’ Z zet (dengan titik di
bawah)
¥ ‘Ain { koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
& Qaf Q Qi




< Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
o Nun N En
B Waw A\ We
° Ha’ H Ha
e Hamzah ’ Apostrof
S Ya’ Y Ye
Konsonan Rangkap Karena Syaddah
40 dais Ditulis muta’addidah
5 Ditulis ‘iddah
Ta‘Marbiitah di Akhiri Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ks Ditulis hikmah
ke Ditulis ‘illah




(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h

HEPN PR Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila Ta‘Marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

il 85 Ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
1. - Ditulis Fathah
2. —— - Ditulis Kasrah
K T Ditulis Dammah
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E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis a
Slanin Istihsan
2. Fathah+ ya’ mati Ditulis a
sl Unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis I
S sl al-Alwani
4, Dammah + wawu mati Ditulis u
asle Ulum

F. Vokal Rangkap

| Fathah + ya’ mati Ditulis ai
g Gairihim
2. Fathah + wawu mati Ditulis Au Qaul
Js
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G. Vokal Pendek yang Beurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
| Ditulis a’antum
Eael Ditulis u’iddat
A SE OY Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambungkan dengan huruf J/, namun dalam

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh

huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ol

Ditulis

Al-Qur’an

i)

g

Ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)

nya.

Al

Ditulis

ar-Risalah
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¢ Laadll Ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut bunyi

atau pengucapannya.

) Jai Ditulis Ahl ar-Ra’yi

aud) Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dala EYD, diantaranya, huruf kapital yang digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang
didahului dengan huruf kapital Adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal

kata sandangnya.
Contoh:
& 180 4 g J-'l-'ﬁ‘ O L& s, KelSyahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an.
K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan

sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri dan akumulasi emisi gas
rumah kaca telah menjadi salah satu tantangan hukum paling mendesak pada
abad ke-21. Perubahan iklim, pencemaran udara, deforestasi, serta degradasi
ekosistem memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi modern seringkali
menimbulkan eksternalitas negatif yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh
pelaku usaha yang menciptakannya. Dalam merespons realitas tersebut, hukum
lingkungan hadir sebagai instrumen normatif untuk mengatur, mencegah, dan
menanggulangi dampak tersebut melalui berbagai prinsip dan mekanisme

pertanggungjawaban.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan adalah
Polluter Pays Principle atau asas pencemar membayar. Prinsip ini menegaskan
bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib
menanggung biaya pemulihan dan atau kompensasi atas dampak yang
ditimbulkannya. Secara internasional, Polluter Pays Principle pertama kali
diformulasikan oleh Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) pada tahun 1972 dan kemudian diakui dalam instrumen

global, termasuk Prinsip 16 Rio Declaration on Environment and Development



yang menekankan internalisasi biaya lingkungan ke dalam struktur ekonomi.'
Dengan demikian, Polluter Pays Principle berfungsi baik sebagai mekanisme
keadilan distributif dan instrumen ekonomi untuk mendorong perubahan
perilaku pelaku usaha menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.?

Dalam perkembangannya, implementasi Polluter Pays Principle tidak
hanya diwujudkan melalui sanksi administratif, ganti rugi perdata, atau pidana,
tetapi juga melalui instrumen ekonomi berbasis pasar, salah satunya adalah
perdagangan karbon (carbon trading). Mekanisme ini memungkinkan
pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan secara efisien melalui sistem
kuota dan jual beli izin emisi. Skema perdagangan karbon memperoleh
legitimasi global melalui Kyoto Protocol yang memperkenalkan mekanisme
fleksibilitas seperti Emissions Trading, serta diperkuat dalam Paris Agreement
yang membuka ruang kerja sama berbasis pasar karbon antar negara.’

Di Indonesia, Polluter Pays Principle telah diakomodasi secara normatif
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya melalui Pasal 87
mengenai kewajiban ganti rugi dan Pasal 88 mengenai tanggung jawab mutlak

(strict liability) bagi kegiatan usaha yang menimbulkan ancaman serius

'OECD, Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental
Policies (Paris: OECD, 1972), hlm. 5.

2A'an Efendi, Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di
Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.
55-57.

3Philippe Sands dan Jacqueline Peel, Principles of International Environmental Law, 4th
ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 218-220.



terhadap lingkungan.* Prinsip pencemar membayar juga secara eksplisit
disebutkan sebagai salah satu asas pengelolaan lingkungan hidup nasional.’
Namun, Indonesia sebagai negara berkembang dengan laju
industrialisasi yang terus meningkat menghadapi persoalan emisi yang serius.
Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 hingga 2019, emisi nasional
meningkat lebih dari 190 persen.® Untuk mengoperasionalkan prinsip pencemar
membayar dalam konteks ini, pemerintah menetapkan kebijakan Nilai Ekonomi
Karbon (NEK) yang semula diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun
2021. Perpres tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan
Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai
Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang
memberikan kerangka lebih komprehensif termasuk pengakuan resmi pasar
karbon sukarela dan penguatan keterhubungan dengan mekanisme internasional
di bawah Pasal 6 Paris Agreement.’” Kebijakan ini kemudian diimplementasikan

melalui skema cap-and-trade dan pajak karbon sebagaimana diatur dalam

“Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers,
2015), hlm. 87.

SRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf (h).

®Climate Transparency, Climate Transparency Report: Indonesia Country Profile (Berlin:
Climate Transparency, 2022), hlm. 2. Lihat juga: Institute for Essential Services Reform (IESR),
Indonesia Climate Transparency Report 2022 (Jakarta: IESR, 2022), hlm. 4.

"Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Nilai Ekonomi Karbon, Pasal 1 angka 3.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.®

Meskipun demikian, efektivitas perdagangan karbon sebagai
pengejawantahan Polluter Pays Principle masih menimbulkan perdebatan yang
serius. D1 satu sisi, mekanisme ini dinilai mampu menciptakan efisiensi
ekonomi dan mendorong inovasi teknologi rendah karbon. Di sisi lain, skema
cap and trade maupun carbon offset di lapangan kerap mendapat kritik karena
lebih menciptakan kepatuhan administratif daripada pemulihan ekologis yang
nyata. Tanpa batasan hukum yang ketat, perdagangan karbon berpotensi
menimbulkan moral hazard berupa legitimasi pencemaran melalui pasar, atau
yang dikenal sebagai greenwashing.’

Persoalan inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam dengan
menggunakan kerangka analisis yang kukuh. Penelitian ini menggunakan dua
teori utama. Dari sudut pandang hukum positif, digunakan Teori Kepastian
Hukum untuk menguji apakah regulasi perdagangan karbon di Indonesia telah
memberikan jaminan prediktabilitas, konsistensi, dan ketegasan norma yang
memadai bagi pelaksanaan Polluter Pays Principle. Gustav Radbruch

menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat mutlak agar hukum

8Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Pasal 13.

Muhamad Muhdar, “Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum
Lingkungan di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 1 (2007), hlm. 67-80.



dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat. '
Lon L. Fuller menambahkan bahwa sistem hukum yang dapat memberikan
kepastian harus memenuhi prinsip-prinsip internal, di antaranya kejelasan
rumusan norma, non-retroaktivitas, non-kontradiksi, dan kesesuaian antara
aturan tertulis dengan pelaksanaannya.'! Dalam konteks perdagangan karbon
yang melibatkan perputaran nilai ekonomi yang masif, kepastian hukum berarti
adanya ketegasan regulasi terkait batas emisi, mekanisme verifikasi, serta
konsistensi penjatuhan sanksi bagi korporasi yang melanggar.'? Tanpa kepastian
hukum yang kokoh, mekanisme perdagangan karbon berisiko menjadi celah
bagi manipulasi citra tanpa pemulihan lingkungan yang substansial.'®

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah, penelitian ini menggunakan
Teori Maslahah Mursalah. Perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan
mekanisme perdagangan karbon adalah persoalan kontemporer (nawazil) yang
tidak memiliki rujukan eksplisit dalam nash klasik, namun penetapan
hukumnya dapat dilakukan melalui pertimbangan kemaslahatan yang bersifat

universal.'*Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai upaya

Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Aufl. (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973), him.

34; dikutip dalam Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 292.

"Lon L. Fuller, The Morality of Law, Revised Edition (New Haven: Yale University Press,

1969), hlm. 39-91.

2peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2008), him. 158.

13Sesi Putri Herawati, dkk., "Paradigma Baru Perdagangan Karbon: Mengkaji Peraturan

Menteri LHK No. 21/2022 dari Perspektif 7a'wid dan Polluter Pays Principle," El-Uqud: Jurnal
Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 64.

4 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 343.



memelihara tujuan-tujuan syariat (magasid asy-syari’ah) yang mencakup lima
aspek fundamental: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, para ulama memperluas
cakupan magqdasid dengan memasukkan dimensi perlindungan lingkungan hidup
sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Melalui lensa Maslahah Mursalah,
pengenaan kewajiban finansial atas emisi karbon kepada korporasi sejalan
dengan kaidah fikih al-ghunm bi al-ghurm (risiko kerugian sejalan dengan
manfaat yang diperoleh) serta kaidah la darar wa la dirar (tidak boleh
menimbulkan bahaya terhadap orang lain), sehingga perdagangan karbon dapat
dinilai sebagai instrumen syar'i untuk mewujudkan kemaslahatan publik jangka
panjang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara
komprehensif penerapan Polluter Pays Principle dalam kebijakan perdagangan
karbon di Indonesia, serta menganalisisnya melalui optik Teori Kepastian
Hukum dan Teori Maslahah Mursalah. Kajian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum lingkungan
yang tidak hanya efektif secara regulatif dan ekonomis, tetapi juga berkeadilan

substantif dan membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat dan alam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan penerapan Polluter Pays Principle dalam

perdagangan karbon di Indonesia ditinjau dari hukum positif?



2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah melalui pendekatan

Maslahah Mursalah terhadap penerapan Polluter Pays Principle dalam

perdagangan karbon di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

a. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep serta penerapan Polluter

Pays Principle dalam perdagangan karbon di Indonesia ditinjau dari
perspektif hukum positif, meliputi kerangka regulasi nasional dan

kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

. Menganalisis dan mengevaluasi penerapan Polluter Pays Principle

dalam perdagangan karbon di Indonesia melalui tinjauan Hukum
Ekonomi Syari’ah dengan pendekatan Maslahah Mursalah, guna
menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat dan prinsip

kemaslahatan umat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di
bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Lingkungan, dengan
memberikan elaborasi mendalam terkait pengembangan konsep
tanggung jawab pencemar melalui Polluter Pays Principle . Secara
akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran Kkritis

mengenai urgensi reorientasi kebijakan perdagangan karbon. Hal ini



bertujuan agar instrumen emisi tersebut tidak semata-mata direduksi
menjadi komoditas ekonomi berbasis pasar, melainkan dikembalikan
pada esensinya sebagai instrumen hukum yang kuat untuk memastikan
perlindungan, pemulihan, dan keberlanjutan ekosistem berdasarkan
prinsip keadilan ekologis.
b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat yang nyata bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi
pemerintah dan lembaga regulator, penelitian ini dapat menjadi bahan
masukan serta rekomendasi strategis dalam menyempurnakan regulasi
tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pajak karbon, sehingga
pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak membuka celah
greenwashing. Sementara itu, bagi korporasi atau pelaku usaha, kajian
ini diharapkan mampu memberikan panduan sekaligus membangun
kesadaran hukum bahwa tanggung jawab ekologis tidak berhenti pada
transaksi pembelian kredit karbon guna menggugurkan kewajiban
administratif, melainkan menuntut adanya langkah restorasi dan
pemulihan lingkungan secara konkret di area operasional yang

terdampak.

D. Telaah Pustaka
Penelitian Filani, Y. (2023) yang berjudul “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Mutlak (Strict Liability) dalam Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan



Hukum Sengketa Lingkungan Hidup” membahas pengaturan prinsip tanggung
jawab mutlak dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum atas
sengketa lingkungan hidup di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 88
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Penelitian
ini juga membandingkan penerapan prinsip tersebut dalam dua putusan
pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Putusan
Pengadilan Negeri Palembang.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
dan studi komparatif, serta bersifat deskriptif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab
mutlak telah ada secara normatif sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
hingga kini termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
namun penerapannya di pengadilan tidak konsisten—Pengadilan Negeri
Payakumbuh menerapkan prinsip ini meski tidak dimintakan oleh penggugat,
sementara Pengadilan Negeri Palembang hanya menilai unsur perbuatan
melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Studi ini berkontribusi
dalam memperkuat dasar konseptual tanggung jawab mutlak sebagai salah satu

wujud Polluter Pays Principle dalam hukum lingkungan, namun belum
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mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam mekanisme pasar seperti
perdagangan karbon. !>

Penelitian Selamun, Y. A. (2024) yang berjudul “Perlindungan Hukum
terhadap Investor atas Terjadinya Tindakan Perhitungan Ganda Unit Karbon
dalam Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon” mengkaji perlindungan
hukum bagi investor ketika terjadi perhitungan ganda (double counting) unit
karbon dalam transaksi di bursa karbon Indonesia. Fokus penelitian terletak
pada kekaburan norma yang berpotensi merugikan investor, khususnya investor
asing, dalam mekanisme perdagangan karbon.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan
(comparative approach). Analisis diarahkan pada kekosongan dan kekaburan
norma dalam regulasi bursa karbon yang berdampak pada posisi hukum
investor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi perdagangan karbon
melalui bursa karbon masih diwarnai kekaburan peraturan yang menyebabkan
investor berpotensi mengalami kerugian akibat perhitungan ganda nilai unit
karbon. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam aspek perlindungan

investor dan kelembagaan bursa karbon, namun belum mengaitkan persoalan

15 Yahya Filani, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam
Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Lingkungan Hidup," Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Andalas (2023).
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tersebut dengan prinsip Polluter Pays Principle sebagai dasar filosofis
pertanggungjawaban pencemar.'®

Penelitian Wijaya, H., Santoso, B., dan Azhar, M. (2021) yang berjudul
“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup,”
dipublikasikan dalam jurnal Notarius terbitan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, mengkaji pengaturan yuridis mengenai tindak pidana pencemaran
lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian 1ini juga mengkaji
pertanggungjawaban korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya
Pasal 116-118.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan. Analisis difokuskan pada pihak-pihak yang
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan hidup,
termasuk korporasi sebagai badan usaha.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak yang dapat
dipertanggungjawabkan atas pencemaran lingkungan hidup tidak hanya
perorangan, tetapi juga korporasi sebagai badan usaha. Penelitian ini relevan
dalam menguatkan dasar pertanggungjawaban pencemaran oleh korporasi,

namun belum membahas secara spesifik sistem perdagangan karbon sebagai

16 Yonathan Abraham Selamun, "Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Terjadinya
Tindakan Perhitungan Ganda Unit Karbon dalam Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon,"
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2024).
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instrumen implementasi Polluter Pays Principle maupun emisi gas rumah kaca
sebagai objek pencemaran.!”

Penelitian Hidayat Z.E., M. A. (2022) yang berjudul “Pengaturan Pajak
Karbon di Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Law as a Tool of Social
Engineering” mengkaji pengaturan pajak karbon dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alat
pengubah perilaku masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Penelitian ini menelaah pengaturan tersebut melalui teori hukum law as a tool
of social engineering dari Roscoe Pound.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat
eksploratoir, dengan berfokus pada studi kepustakaan. Teori yang digunakan
adalah Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial (law as a tool of social
engineering) dari Roscoe Pound.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak karbon di
Indonesia memang ditujukan sebagai alat pengubah perilaku masyarakat,
namun masih terdapat sejumlah hal yang perlu dioptimalkan agar pengaturan
tersebut dapat sepenuhnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Studi ini

memberikan kontribusi pada aspek kebijakan fiskal lingkungan, namun belum

7 Hendra Wijaya, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran
Lingkungan Hidup," Notarius (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Vol. 14, No. 1 (2021),
hlm. 206--220. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863.
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menguji efektivitas empiris implementasi perdagangan karbon di lapangan
maupun mengaitkannya dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah.'®

Penelitian Herawati, S. P., Triana, N., dan Yaqin, A. (2025) yang berjudul
“Paradigma Baru Perdagangan Karbon: Mengkaji Peraturan Menteri LHK No.
21/2022 dari Perspektif Ta'wid dan Polluter Pays Principle” yang diterbitkan
dalam El-Ugud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syari’ah Vol. 3 No. 1 (2025)
merupakan penelitian terbaru yang mengkaji Polluter Pays Principle dari
perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah menggunakan konsep ta 'wid (kompensasi
atas kerusakan). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan
menganalisis Permen LHK No. 21/2022 melalui optik hukum Islam. Penelitian
ini berhasil mengidentifikasi keselarasan antara mekanisme perdagangan karbon
dan prinsip-prinsip syari’ah, namun terbatas pada analisis satu peraturan teknis
dan belum mencakup perkembangan regulasi terbaru seperti Perpres No. 110
Tahun 2025 maupun menggunakan kerangka analisis Maslahah Mursalah secara
komprehensif sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa
penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang secara khusus memadukan
analisis penerapan Polluter Pays Principle dalam perdagangan karbon Indonesia
dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah melalui pendekatan Teori Maslahah
Mursalah sekaligus mempertimbangkan perkembangan regulasi terbaru hingga

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Studi-studi yang ada umumnya

18 M. Arif Hidayat Z.E., "Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum
Law as a Tool of Social Engineering," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2022).



14

hanya mengkaji satu sudut pandang saja, baik dari aspek hukum positif maupun
dari aspek hukum Islam, namun belum ada yang mengintegrasikan keduanya
secara sistematis dalam satu kerangka analisis dengan data regulasi yang
mutakhir. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan
mengkaji Polluter Pays Principle dalam perdagangan karbon Indonesia secara
komprehensif, baik dari perspektif kepastian hukum maupun dari perspektif
kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syari’ah, sehingga diharapkan dapat
memberikan kontribusi akademik yang lebih utuh dan terintegrasi bagi
pengembangan kebijakan perdagangan karbon yang berkeadilan.
A. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama yang dipilih berdasarkan
relevansinya dengan dua rumusan masalah yang diajukan. Penggunaan dua
teori ini dimaksudkan untuk menghasilkan analisis yang holistik, baik dari segi
kepatuhan regulasi negara maupun dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip syariat Islam, sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legal-
formal dari kebijakan perdagangan karbon, tetapi juga menguji nilai
kemanfaatan dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya bagi masyarakat

dan lingkungan hidup.

1. Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum yang bersumber dari pemikiran Gustav Radbruch,
Lon L. Fuller, dan Hans Kelsen digunakan sebagai pisau analisis dalam
menjawab rumusan masalah pertama mengenai penerapan Polluter Pays

Principle dalam perdagangan karbon dari perspektif hukum positif. Teori ini
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dipilih karena perdagangan karbon, sebagai instrumen berbasis pasar yang
melibatkan nilai ekonomi masif, hanya dapat berjalan efektif jika tersandar
pada kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Elaborasi
mendalam atas teori ini disajikan pada Bab II.
2. Teori Maslahah Mursalah

Teori Maslahah Mursalah sebagaimana dikembangkan dalam tradisi ushul
fikih oleh Imam al-Ghazali, asy-Syatibi, dan para ulama kontemporer
seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda digunakan untuk menjawab
rumusan masalah kedua mengenai kesesuaian mekanisme perdagangan
karbon dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah. Teori ini relevan
karena perdagangan karbon adalah isu kontemporer (nawazil) yang tidak
memiliki rujukan eksplisit dalam nash klasik, sehingga penetapan
hukumnya memerlukan penalaran berbasis kemaslahatan. Dengan
memadukan dua teori dari dua sistem hukum yang berbeda ini, penelitian
diharapkan menghasilkan analisis yang holistik: menguji Polluter Pays
Principle dari sisi kepatuhan regulasi formal sekaligus menilai dimensi
kemanfaatan dan keadilannya dari perspektif syariat Islam. Elaborasi

mendalam atas teori ini juga disajikan pada Bab II.

B. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum.
Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh
peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan

hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang
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diberlakukan dalam masyarakat. Adapun doktrin merupakan ajaran-ajaran
yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum, sehingga melalui proses
penemuan hukum akan dihasilkan argumentasi.'® Dalam penelitian ini, metode
penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif) yang

berfokus pada norma, asas, dan prinsip hukum. Pendekatan ini digunakan

untuk menelaah dan menganalisis terhadap Polluter Pays Principle dalam
kerangka kebijakan perdagangan karbon di Indonesia. Penelitian hukum
normatif menekankan analisis terhadap bahan hukum tertulis yang berlaku
serta relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam, sehingga hasil penelitian
dapat menjelaskan kesesuaian atau perbedaan antara prinsip hukum positif
dan prinsip syari’ah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach)

dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) :

a. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna, konsep,
dan tujuan Polluter Pays Principle sebagaimana diatur dalam instrumen
hukum internasional dan doktrin hukum lingkungan, serta untuk
memahami konsep Teori Maslahah Mursalah dalam hukum Islam

sebagai kerangka analisis bagi persoalan-persoalan kontemporer yang

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University
Press, 2020), hlm. 19.
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tidak memiliki rujukan eksplisit dalam nash. Pendekatan ini juga
mencakup pemahaman terhadap traktat internasional dan peraturan
pelaksana yang mengatur perdagangan karbon di Indonesia.

b. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah ketentuan
Regeling (Peraturan) dan Beschiking (Keputusan) yang mengatur
perdagangan karbon, seperti Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (yang menggantikan
Perpres No. 98 Tahun 2021), Permen LHK No. 21 Tahun 2022 tentang
Tata Laksana Perdagangan Karbon, serta POJK No. 14 Tahun 2023
tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, maupun pranata
hukum yang bersinggungan mengenai pengaturan perdagangan karbon
di Indonesia.

Dengan mengombinasikan kedua pendekatan ini, peneliti
berupaya membangun koherensi secara teoretis antara sistem hukum
Islam sebagaimana Fikih al-bi’ah dicita-citakan dalam optik untuk
mendayagunakan, merawat, serta mengatur harmonisasi perdagangan
karbon di Indonesia dan hukum lingkungan nasional.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai

sumber hukum dan literatur ilmiah, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer
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Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat secara
langsung, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, serta
sumber hukum Islam yang otoritatif, yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan Nasional

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (terkait bursa karbon);

4) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (menggantikan
Perpres No. 98 Tahun 2021);

5) Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata
Laksana Perdagangan Karbon;

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/2023 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

b. Instrumen Hukum Internasional

1) United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCCO);

2) Prinsip Polluter Pays Principle dari Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD).

2. Bahan Hukum Sekunder
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Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan,
interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak
memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan ini berperan penting
dalam memperdalam pemahaman konseptual dan mendukung
argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

a. Buku teks dan literatur ilmiah mengenai teori hukum, hukum
lingkungan, hukum ekonomi syari’ah, dan literatur Ilmiah
yang mengulas Polluter Pays Principle;

b. Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas
kepastian hukum, Polluter Pays Principle, serta integrasi
nilai-nilai syari’ah dalam kebijakan lingkungan;

c. Karya akademik para pakar hukum, baik dalam bentuk
artikel, opini ilmiah, maupun prosiding yang memberikan
pandangan teoretis dan praktis yang mengulas secara
komprehensif ~mengenai konseptual terhadap topik
penelitian;

d. Hasil penelitian terdahulu, seperti skripsi, tesis, dan disertasi
yang memiliki relevansi dengan integrasi dan prinsip
Polluter Pays Principle dalam kebijakan lingkungan dan

ekonomi syari’ah di Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data
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Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam
penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library
research). Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara menelusuri, menelaah, dan menganalisis secara sistematis dari
bahan-bahan tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Proses
pengumpulan data mencangkup serangkaian kegiatan sebagai berikut :
a. Identifikasi dan Inventarisasi
Identifikasi dan inventarisasi dilakukan terhadap seluruh bahan hukum
yang relevan, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang
berkaitan langsung dengan prinsip Polluter Pays Principle dan
kebijakan perdagangan karbon di Indonesia.
b. Klasifikasi Bahan Hukum
Klasifikasi bahan hukum dilakukan berdasarkan prinsip hukum
lingkungan, doktrin tanggung jawab pencemar, dan konsep keadilan
ekologis dalam Islam
c. Analisis Komparatif dan Interpretatif
Analisis komparatif dan interpretatif dilakukan dengan membandingkan
prinsip-prinsip hukum positif Indonesia dengan norma-norma syari’ah
yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup, guna
menemukan titik temu dan menganalisis penerapan Polluter Pays
Principle dalam perdagangan karbon di Indonesia.

5. Analisis Data
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Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, di mana data

yang dianalisis berbentuk teks hukum, dokumen peraturan, literatur ilmiah,

dan narasi konseptual. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan

dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan interpretasi dan

argumentasi yuridis yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah

penelitian. Proses analisis melibatkan langkah-langkah :

a.

Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi dan menyaring data yang
relevan, seperti pasal-pasal dalam Perpres No. 110 Tahun 2025 (yang
menggantikan Perpres No. 98 Tahun 2021), Permen LHK No. 21 Tahun
2022, dan POJK No. 14/2023, serta teori dan konsep Maslahah
Mursalah dan Polluter Pays Principle dari literatur akademik. Data
yang tidak relevan disingkirkan untuk memfokuskan analisis pada isu
utama penelitian. Analisis induktif digunakan untuk menarik
kesimpulan dari temuan empiris dalam regulasi dan praktik
perdagangan karbon di Indonesia, guna mengejewantahkan serta
melakukan harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan hukum
lingkungan modern.

Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif yang
terstruktur dan sistematis. Penyajian ini mencakup deskripsi norma
hukum perdagangan karbon, prinsip Polluter Pays Principle, serta

analisis konseptual mengenai penerapan Maslahah Mursalah dalam
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konteks keadilan ekologis dan kemaslahatan antara umat manusia
dengan sumber daya alam yang tersedia.
c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini dilakukan interpretasi hukum secara deduktif dan
argumentatif untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi antara
Maslahah Mursalah dan Polluter Pays Principle dalam kebijakan
perdagangan karbon di Indonesia. Analisis deduktif digunakan untuk
menurunkan prinsip-prinsip teoretis ke dalam konteks kebijakan
nasional, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk menilai
keselarasan kebijakan tersebut dengan tujuan-tujuan syari’ah, terutama
dalam menjaga kemaslahatan lingkungan (hifz al-bi’ah) dan keadilan

sosial.

C. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam dalam Polluter
Pays Principle (Studi Kasus Perdagangan Karbon di Indonesia)”, sistematika
pembahasan dibagi ke dalam lima bab utama agar pembahasan tersaji secara
logis, sistematis, dan saling berkesinambungan. Adapun sistematika tersebut
adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjadi fondasi awal dan
rancang bangun skripsi. Bab ini memuat Latar Belakang Masalah yang
menjelaskan urgensi penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, serta Telaah Pustaka (Literature Review). Selain itu, bab ini juga
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memaparkan Kerangka Teoretik (yang berfokus pada Teori Kepastian Hukum
dan Teori Maslahah Mursalah), Metode Penelitian, dan Sistematika
Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang memuat kerangka teoretis
sebagai pisau analisis untuk membedah dan menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini berfokus pada dua landasan teori
utama, yaitu Teori Kepastian Hukum dari sudut pandang hukum positif untuk
menguji prediktabilitas dan konsistensi regulasi, serta Teori Maslahah
Mursalah dari optik Hukum Ekonomi Syari’ah untuk meneropong dimensi
kemaslahatan umat serta upaya pencegahan kerusakan lingkungan (daf’ al-
mafsadah).

Bab Ketiga, menyajikan tinjauan yuridis, operasional, dan komparatif
terhadap implementasi kebijakan perdagangan karbon di Indonesia.
Pembahasan pada bab ini difokuskan pada pengejawantahan normatif Polluter
Pays Principle di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan kebijakan
Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Guna melihat peta efektivitas regulasi secara
lebih luas dan sebagai benchmarking (tolok ukur), bab ini turut menyertakan
studi komparatif mengenai pengaturan pajak dan perdagangan karbon antara
rezim hukum Indonesia dan Singapura.

Bab Keempat, merupakan inti analisis dari penulisan skripsi. Bab ini
berfokus pada evaluasi mendalam terhadap mekanisme perdagangan karbon

dan penerapan Polluter Pays Principle di Indonesia menggunakan dua pisau
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analisis utama. Analisis pertama diarahkan untuk menguji prediktabilitas,
konsistensi, dan ketegasan regulasi melalui optik Teori Kepastian Hukum
(khususnya dalam merespons potensi greenwashing). Analisis kedua
menggunakan optik Teori Maslahah Mursalah untuk membuktikan urgensi
bahwa pemenuhan kewajiban finansial (pembelian kredit/pajak karbon) wajib
dibarengi dengan pemulihan lingkungan yang nyata guna mewujudkan keadilan
antargenerasi secara syar'i.

Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
Bab ini menyajikan sintesis dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya secara
ringkas dan sistematis guna menjawab seluruh rumusan masalah penelitian.
Selanjutnya, disampaikan pula saran-saran yang bersifat konstruktif dan
implementatif, baik bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun pelaku
usaha (korporasi), sebagai rekomendasi untuk memperkuat tata kelola

lingkungan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Syari’ah.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, konsep dan penerapan Polluter Pays Principle dalam
perdagangan karbon di Indonesia dari perspektif hukum positif telah memiliki
fondasi regulasi yang cukup. Polluter Pays Principle telah diakomodasi secara
normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melalui mekanisme ganti rugi
(Pasal 87) dan tanggung jawab mutlak (strict liability, Pasal 88), serta
dioperasionalkan melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang kini
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca Nasional. Implementasinya dilaksanakan melalui dua
instrumen hibrida yang saling melengkapi, yaitu skema perdagangan karbon
berbasis kuota emisi (cap-and-trade) dan pajak karbon sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan.

Namun demikian, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Lon L. Fuller,
kerangka regulasi perdagangan karbon Indonesia masih menyimpan sejumlah

kelemahan yang menghambat terwujudnya kepastian hukum yang substantif.

90



91

Prinsip kejelasan norma dan non-kontradiksi belum terpenuhi secara optimal
karena masih terdapat ketentuan teknis yang multitafsir serta inkonsistensi
antara kebijakan pajak karbon dengan subsidi energi fosil yang masih
berlangsung. Prinsip stabilitas menghadapi tantangan serius akibat pergantian
regulasi yang cepat, sementara prinsip kongruensi belum terwujud karena
masith terdapat kesenjangan signifikan antara norma tertulis dan
implementasinya di lapangan sebagaimana tercermin dari rendahnya volume
transaksi dan harga karbon di IDXCarbon serta potensi greenwashing yang
nyata akibat lemahnya kapasitas Sistem Registri Nasional (SRN) dalam

melakukan verifikasi emisi secara akurat dan independen.

Kedua, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah melalui pendekatan
Teori Maslahah Mursalah, penerapan Polluter Pays Principle dalam
perdagangan karbon di Indonesia dinilai sah dan sesuai syariat secara
konseptual. Mekanisme ini memenuhi ketiga syarat Maslahah Mursalah yang
ditetapkan para ulama ushul fikih: kemaslahatan yang hakiki (mencegah
kerusakan lingkungan sebagai ancaman nyata bagi kehidupan manusia),
bersifat umum (manfaatnya bersifat universal dan lintas generasi), dan tidak
bertentangan dengan nash (bahkan selaras dengan kaidah al-ghunm bi al-
ghurm, la darar wa la dirar, dan ad-darar yuzal). Perdagangan karbon sejalan
dengan magqasid asy-syari’ah, khususnya dalam dimensi pemeliharaan jiwa
(hifz an-nafs) dan pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl). Namun demikian,
legitimasi syar'i tersebut bersifat kondisional: mekanisme perdagangan karbon

yang semata-mata bersifat administratif tanpa disertai pengurangan emisi riil
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yang terukur dan pemulihan lingkungan yang nyata belum sepenuhnya
memenuhi tuntutan Maslahah yang hakiki (gat iyyah) dalam pengertian yang
sesungguhnya. Diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan agar
Polluter Pays Principle menjadi instrumen yang benar-benar mendorong
pemulihan lingkungan dan membawa kemaslahatan bagi generasi mendatang,
sebagaimana dikehendaki oleh prinsip keadilan antargenerasi dalam hukum

Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penelitian ini
menyampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan implementatif

sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Regulator
a. Penguatan kapasitas Sistem Registri Nasional (SRN) perlu
diprioritaskan sebagai agenda reformasi regulasi jangka pendek yang
mendesak. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan perlu segera mengembangkan protokol Measurement,
Reporting, and Verification (MRV) yang terstandarisasi secara penuh
untuk semua sektor industri penyumbang emisi besar, disertai
pembentukan badan verifikasi independen yang terakreditasi.
Langkah ini merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kepastian

hukum substantif sebagaimana dikehendaki oleh Teori Kepastian
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Hukum sekaligus pemenuhan syarat kemaslahatan hakiki yang
dituntut oleh Maslahah Mursalah.

. Pemerintah perlu menetapkan peta jalan (roadmap) peningkatan tarif
pajak karbon yang jelas, terencana, dan diumumkan jauh hari
sebelumnya, menuju level yang benar-benar efektif mengubah
perilaku investasi korporasi setidaknya menuju kisaran USD 50-80
per ton CO:e sebagaimana direkomendasikan oleh World Bank untuk
tahun 2030. Kepastian mengenai trajektori kenaikan tarif ini justru
akan memperkuat bukan mengurangi kepastian hukum bagi pelaku
usaha dalam merencanakan investasi hijau jangka panjang mereka.
Diperlukan langkah-langkah harmonisasi kebijakan yang menyeluruh
untuk menghilangkan kontradiksi normatif antara mekanisme harga
karbon dengan subsidi energi fosil yang masih berlangsung. Subsidi
energi fosil secara faktual melemahkan sinyal harga yang dikirimkan
oleh pajak karbon dan bertentangan dengan semangat Polluter Pays
Principle yang terkandung dalam UUPPLH, sehingga perlu ditata
ulang secara terencana.

. Perlu segera dirumuskan regulasi anti-greenwashing yang
komprehensif, memuat definisi yang jelas mengenai "pengurangan
emisi yang nyata", standar kualitas kredit karbon yang ketat,
mekanisme pengungkapan (disclosure) yang transparan, dan sanksi
yang tegas serta proporsional bagi korporasi yang terbukti melakukan

klaim lingkungan yang menyesatkan. Regulasi ini merupakan
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instrumen kepastian hukum yang sekaligus menjamin integritas
seluruh sistem perdagangan karbon sebagai mekanisme pemulihan
lingkungan yang bermakna secara ekologis.

e. Penerimaan dari pajak karbon dan transaksi kredit karbon perlu
dialokasikan secara khusus (earmarking) dan transparan untuk
program-program pemulihan lingkungan yang konkret, terukur, dan
dapat diaudit publik, seperti reforestasi, rehabilitasi ekosistem,
pengembangan energi terbarukan, dan program transisi yang
berkeadilan (just transition) bagi komunitas yang terdampak.
Transparansi alokasi ini merupakan tuntutan etis dari kaidah ad-darar
yuzal sekaligus prasyarat bagi legitimasi syar'i mekanisme
perdagangan karbon.

f. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan
kementerian/lembaga terkait, perlu membentuk skema alokasi fiskal
khusus (earmarking) yang mewajibkan sebagian penerimaan pajak
karbon dan hasil transaksi kredit karbon dikembalikan kepada daerah
dan masyarakat yang secara langsung terdampak aktivitas penghasil
emisi, sebagai wujud keadilan distributif yang selama ini belum
terakomodasi dalam struktur fiskal perdagangan karbon Indonesia
berbeda dengan skema serupa yang telah berjalan pada sektor lain.
Skema ini perlu disertai mekanisme pengawasan independen yang
melibatkan partisipasi daerah dan masyarakat terdampak.

2. Bagi Korporasi dan Pelaku Usaha
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a. Korporasi perlu mengubah paradigma pemenuhan kewajiban
lingkungan dari sekadar compliance orientation (orientasi kepatuhan
administratif) menuju genuine responsibility orientation (orientasi
tanggung jawab ekologis yang nyata). Pembelian kredit karbon
hendaknya diperlakukan bukan sebagai jalan pintas untuk
menggugurkan kewajiban lingkungan, melainkan sebagai komplemen
bagi upaya pengurangan emisi internal yang konkret dan terukur
melalui inovasi teknologi dan efisiensi energi.

b. Korporasi perlu secara proaktif berinvestasi dalam pengembangan
sistem pengukuran emisi internal yang akurat dan terintegrasi,
sehingga dapat menghasilkan data emisi yang kredibel dan dapat
diverifikasi secara independen. Hal 1ini tidak hanya akan
meningkatkan kepatuhan hukum, tetapi juga mengurangi eksposur
terhadap risiko hukum dan reputasi yang ditimbulkan oleh praktik
greenwashing.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti
Penelitian ini membuka sejumlah agenda penelitian lanjutan yang
relevan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan dan hukum
ekonomi syari’ah. Penelitian berikutnya dapat mengkaji secara lebih
mendalam aspek implementasi empiris regulasi MRV Indonesia pasca-
berlakunya Perpres No. 110 Tahun 2025, mengembangkan model
integrasi figh al-bi'ah dengan hukum lingkungan positif Indonesia secara

lebih komprehensif, atau melakukan kajian komparatif yang lebih luas
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mengenai instrumen harga karbon di berbagai negara dari perspektif
maqasid asy-syari’ah kontemporer. Kontribusi-kontribusi akademis
tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi ilmiah bagi
pengembangan kebijakan perdagangan karbon Indonesia yang sekaligus
memenuhi tuntutan kepastian hukum, kemaslahatan hakiki, dan keadilan

antargenerasi.
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